SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

. bahwa agar target kinerja pembangunan Kota Kediri dapat

tercapai, perlu disusun rencana strategis daerah yang
merupakan rencana pembangunan perangkat daerah
selama lima tahun, untuk memberikan landasan kebijakan

strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota;

.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun
2020-2024, perlu dibuat penjabaran dalam rencana

strategis perangkat daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan

dengan peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2020-2024;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan = Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



10.

11.

12.

13.

Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2014 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016
Nomor 43);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kota Kediri.

Walikota adalah Walikota Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.



BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari
RPJMD Tahun 2020-2024.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat

Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN;

BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VIII : PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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Sekretariat DPRD Kota Kediri;

Sekretariat Daerah Kota Kediri;

Inspektorat;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
Dinas Perhubungan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pendidikan;

. Dinas Sosial,

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Komunikasi dan Informatika;



q.- Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
t. Satuan Polisi Pamong Praja;
u. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah;
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan,;
w. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
y. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
z. Kecamatan Pesantren;
aa.Kecamatan Kota;
bb.Kecamatan Mojoroto.
(3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota Ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.
Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 November 2019
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003 6




